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ABSTRAK

Demi menunjang kelancaran pelaksanaan Kkegiatan penerbangan dan
angkutan udara secara nasional maupun Internasional, khususnya
penerbangan yang bersifat komersil, maka modal utama yang diperlukan
bagi suatu perusahaan angkutan udara adalah pesawat udara.
Mengingat tingginya harga pesawat udara tersebut, biasanya perusahaan
penerbangan dalam proses pengadaan pesawatnya tidak membeli secara
tunai, akan tetapi menggunakan cara lain yaitu leasing. Cara tersebut
dinilai efektif karena tidak menimbulkan beban pajak yang
memberatkan pemerintah. Peluksanaan leasing pesawat udara di
Indonesia, telah diatur oleh Keputusan Presiden No 61 tahun 1988
tentang Lembaga Pembiayaan yang disertai dengan peraturan pelaksana
berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1231/kmk.013/1988
tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam
prakteknya, pendaftaran pesawat udara yang diperoleh dengan cara
leasing serta status Kepemilikan pesawat udara yvang diperoleh dengan
cara leasing tersebut di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan pasal 9 ayat (2) sub (b) Undang-Undang No. 15 tahun 1992
tentang penerbangan, sedangkan syarat-syarat dan tata caranya diatur
oleh Keputusan Menteri Perhubungan No. K)ML78/AU.001/PHB-86. PT.
PANN MULTI FINANCE, sebagai satu-satunya BUMN yang bertindak
sebagai lessor di Indonesia meyelenggarakan berbagai bentuk perjanjian
leasing pesawat udara, diantaranya Operational Leasing, Financial
Leasing, dan Sale and Lease Back Dari beberapa bentuk perjanjian
leasing pesawat udara tersebut, maka bentuk perjanjian yang paling
banyak dilakukan oleh lessee dan lessor di Indonesia adalah Operational
Leasing. Dan jika terjadi perselisihan diantara para pihak, vang berlaku
adalah ketentuan dari UNTDROIT 1987 yang belum diratifikasi oleh
Indonesia.
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